SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 8 TAHUN
2022 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON-APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara
maka perlu dilakukan perubahan besaran insentif
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif
Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non-Aparatur
Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pemberian
Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non-
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor &8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953



Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6842);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023



10.

11.

12.

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana
telah diubah dengan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6762);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 14 Tahun 20122 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan Non-Aparatur Sipil Negara  Di
Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN NON-APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun
2022 Tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Non-Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2022 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 huruf e diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

Pembayaran insentif dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.

pada setiap awal tahun anggaran Tim Teknis wajib melakukan
pendataan ulang untuk memastikan validitas data Pendidik dan
Tenaga Kependidikan calon penerima insentif pada tahun berjalan
berdasarkan bukti-bukti administrasi yang telah dikumpulkan
dengan mempertimbangkan pemenuhan kriteria penerima
insentif, dedikasi, dan kedisiplinan kerja, atau pertimbangan lain
yang diperlukan;

hasil akhir pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a
dikelompokkan dalam beberapa kategori yang telah ditentukan,
dituangkan dalam Daftar Nama Penerima Insentif, selanjutnya
diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai penerima
insentif pada tahun bersangkutan;

besaran insentif setiap bulan untuk setiap kategori penerima
insentif ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Dinas berdasarkan
hasil kajian dan usulan dari Tim Teknis, kemudian dituangkan
dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas;



setelah semua data dukung lengkap, Kepala Dinas memberikan
disposisi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyiapkan dan
mengajukan amprahan pembayaran insentif kepada pejabat yang
menangani masalah keuangan; dan

pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf d
diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhtung dari Januari
sampai Desember dengan mekanisme pembayaran setiap bulan
dan disalurkan langsung ke rekening bank atas nama pribadi
penerima insentif masing-masing melalui Bank Kalsel atau bank
lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10

Besaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

a. Guru Bhakti : Rp1.050.000,00
b. Guru TK Swasta : Rp950.000,00
c. Guru TK Negeri : Rp1.350.000,00

d. Kelompok Bermain : Rp900.000,00
Besaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD):

a. Dalam Kondisi Khusus : Rp1.550.000,00
b. Masa Kerja Sebelum Tahun 2005 (K2) : Rp1.350.000,00
c. Masa Kerja Setelah Tahun 2005 (non K2) : Rp950.000,00
d. Tenaga Operator DAPODIKDAS : Rp900.000,00

Besaran Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP):

a. Masa Kerja Sebelum Tahun 2005 (K2) : Rp1.350.000,00
b. Masa Kerja Setelah Tahun 2005 (non K2) : Rp950.000,00
c. Tenaga Operator DAPODIKDAS : Rp900.000,00

Perubahan Besaran Honorarium Pendidik dan Tenaga
Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) dengan Keputusan Bupati.

Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB VIIIA
dan BAB VIIIB, dan diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua)
Pasal yakni Pasal 15A dan Pasal 15B, sehingga berbunyi sebagai
berikut:



BAB VIIIA
PENDANAAN

Pasal 15A

Pendanaan Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.

BAB VIIIB
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. untuk pembayaran insentif bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Non-Aparatur Sipil Negara di Tahun Anggaran 2024
sebelum ditetapkannya Peraturan ini berpedoman pada besaran
insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan Non-Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah
Laut.

b. dalam hal pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan maka selisih dari kenaikan nilai insentif sebagai
akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibayarkan secara
akumulatif terhitung sejak Januari hingga bulan terakhir
diterimanya insentif dengan besaran yang berpedoman pada
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2022 Tentang
Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non-
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

c. selisih dari kenaikan nilai insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibayarkan sekaligus dengan pembayaran insentif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,
ttd.
SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Mei 2024

PLH.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.
M. FARIED WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 16



